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Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu

disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujarat 49 : 13)

“Wahai manusia! Milikilah perhatian yang sama. Tumbuhkanlah saling pengertian di antara
kamu. Dengan demikian engkau dapat mewujudkan kerukunan dan kesatuan”. (Rgveda

X.191.4)
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ABSTRAK

Proses pembangunan tidak bisa kita pungkiri senantiasa akan menyisakan
keterpinggiran. Ada kelompok-kelompok yang rentan mengalami keterpinggiran tersebut
karena terhalang atau bahkan dihalangi aksesnya terhadap pembangunan. Kelompok tersebut
diantaranya adalah lansia. Tesis ini berargumen bahwa, terdapat kecenderungan peningkatan
kasus bunuh diri dengan rata-rata usia korban adalah warga lansia yang berhubungan erat
dengan berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik yang menentukan. Apalagi jika melihat fakta
bahwa proporsi penduduk yang memasuki usia lanjut semakin lama semakin signifikan
jumlahnya di banyak negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi dan capaian lembaga
FOPPERHAM dalam revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia di
Desa Kedungkeris Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul. Penelitian ini menggunakan kualitatif
untuk mengemukakan kondisi serta keadaan di lapangan, teknik pengumpulan data melalui
observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Kriteria pemilihan informan
menggunakan tekhnik purposive dan snowball terdiri dari Pemerintah Desa Kedungkeris dan
Relawan lansia Desa Kedungkeris, masyarakat lansia dan Stakeholder FOPPERHAM.

Menyadari bahwa masih banyaknya permasalahan lanjut usia di Kab. Gunung Kidul,
FOPPERHAM berupaya melakukan Revitalisasi modal sosial sebagai upaya Advokasi
kebijakan lansia untuk pemenuhan hak lansia di Desa Kedungkeris, Kec. Nglipar. Strategi
revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi yang dilakukan berupa tahap perencanaan
sosial, aksi sosial, peningkatan kesadaran dan pendidikan sosial. Adapun capaian dari
revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia berupa terbentuknya
Kerelawanan Lansia Desa Kedungkeris, Partisipasi Pemerintah Desa Kedungkeris Dalam
Pembangunan Inklusif, Terbentuknya Lembaga Kesejahteraan Lansia (LKS) "RAHARJA”’
Desa Kedungkeris.

Kata Kunci: Revitalisasi, Modal Sosial, Advokasi, Kebijakan, Lansia, Fopperham dan
Desa Kedungkeris
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BAB I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Penuaan penduduk kini sudah menjadi isu dunia. Dinegara-negara
sedang berkembang, isu ini memang belum terlalu banyak dibahas seperti di
negara-negara maju. Namun, tidak berarti tidak penting untuk segera mulai
di perbincangkan, karena isu ini berkaitan erat dengan berbagai isu sosial,
ekonomi, dan politik yang menentukan. Apalagi jika melihat fakta bahwa
proporsi penduduk yang memasuki usia lanjut semakin lama semakin
signifikan jumlahnya di banyak negara.

Beberapa negara di Asia bahkan Kini tercatat sebagai suatu wilayah
dengan penuaan penduduk yang paling cepat. Jepang, Korea Selatan dan
Singapura adalah contoh negara yang mempunyai persentase penduduk
lanjut usia yang cukup tinggi. Di Jepang, penduduk lanjut usia sudah
mencapai lebih 30% dari total penduduk. Di Korea Selatan, 12, 7% dan di
Singapura, 9%. Negara-negara ini juga sudah aktif membuat dan
melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan penuaan penduduk.
Program-program pembangunan mereka selalu dikaitkan dengan isu-isu
penuaan penduduk. Boleh dikatakan, penuaan penduduk merupakan suatu
indikator dari keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial suatu negara.?

Beralih kedalam Negeri dalam angka absolutnya, jumlah penduduk

lansia di Indonesia amat besar. Pada tahun 2010, jumlahnya adalah 18 juta

'Roem Topatimasang, Memanusiakan Lanjut Usia:Penuaan Penduduk Dan
Pembangunan Di Indonesia, (Yogyakarta:Survey Meter,2013), 2-3.

2 -

Ibid.



jiwa.® Jumlah ini akan mencapai sekitar 30 juta jiwa pada tahun 2025, suatu
kenaikan hampir 50% hanya dalam jangka waktu satu setengah dasawarsa.
Bahkan, sampai 2030, jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia akan
menembus angka sekitar 40 juta jiwa, melampui jumlah penduduk usia di
bawah 15 tahun pada masa yang sama.* Jumlah penduduk lansia yang besar
ini memerlukan kebutuhan dan perlakuan yang khusus. Hal itu sekaligus
memperlihatkan bahwa isu penduduk lansia berkelindan dengan berbagai
isu sosial ekonomi, politik, dan budaya, seperti penyediaan lapangan
pekerjaan, pembangunan kawasan pedesaan, pelayanan sosial, bahkan juga
perubahan pandangan dan gaya hidup pada penduduk kelompok usia yang
lain.

Selanjutnya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), misalnya,
memiliki persentase penduduk lansia tertinggi di antara semua daerah yang
lain di Indonesia, mencapai 12,9%.> Di antara 4 kabupaten dan 1 kota di
DIY, Kabupaten Gunung Kidul mencatat persentase penduduk lansia
tertinggi, yakni 18,2%.% Ketika merujuk ke kabupaten Gunung Kidul, ada
dua permasalahan krusial yang patut menjadi perhatian kita bersama
berkaitan dengan lanjut usia. Pertama, merujuk pemberitaan harian
Kedaulatan Rakyat, 11 September 2017. Kasus bunuh diri di kabupaten

Gunung Kidul tahun 2017 sampai dengan bulan September terdapat 29

®proyeksi Penduduk Indonesia:lndonesia Population Projection, 2010-
2030, (Jakarta, 2013), 25.

“Ibid.

*Eddy Kiswanto, Kondisi Sosiodemografis Penduduk Lansia Di Yogyakrta ,
Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, (Yogyakrta
2010), 35.

®Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Gunung Kidul Tahun, 2017, 5.



kasus. Tahun 2017 ini di prediksi akan lebih tinggi dari setidaknya tiga
tahun terakhir, tahun 2014 ada 21 kasus, pada tahun 2015 terdapat 31 kasus,
dan pada tahun 2016 terdapat 30 kasus. Sedangkan usia rata-rata korban
bunuh diri terbanyak didominasi warga berumur 60-80 tahun.” Kedua,
berdasarkan suatu penelitian mengenai lansia penyandang demensia.®
Dibandingkan dengan empat kota atau kabupaten yang lain di DIY,
kabupaten Gunung Kidul memiliki lansia penyandang demensia yang
tertinggi mencapai 29,4% dibandingkan 20,1% rata-rata lansia penyandang
demensia di wilayah yang lain.’

Komitmen pemerintah dalam hal ini sudah cukup memadai.
Regulasi khusus sudah diterbitkan, yakni Undang-Undang No. 13 Tahun
1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Kemudian Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan
Kesejahteraan Sosial Lansia, Keputusan Presiden (KEP-PERS) Nomor 52
Tahun 2004 tentang Komisi Nasional (KOMNAS) lansia, Peraturan
Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Komisi Daerah (KOMDA) lansia dan Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Penanganan Lansia Daerah. Rencana Aksi Nasional

(RAN) untuk Kesejahteraan Lansia tahun 2003 dan diperbaharui tahun

’Gunung Kidul, KedaulatanRakyat Jogja Kasus Bunuh Diri, 11 September
2017.

®Demensia adalah suatu penyakit degeneratif dimana fungsi otak yang
mengendalikan emosi, ingatan, pembuatan keputusan, prilaku dan fungsi otak lainnya
semakin lama semakin berkurang.

°’Roem Topatimasang, Memanusiakan Lanjut Usia:Penuaan Penduduk Dan
Pembangunan Di Indonesia, (Yogyakarta:Survey Meter,2013), 30.



2008 oleh Kementerian Sosial dan unsur-unsur lain yang terkait, selain itu,
ada UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.*

Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ramah lansia
sebetulnya sudah dilakukan, misalnya dari Kementerian Sosial
melaksanakan program pelayanan sosial panti atau non-panti, Usaha
Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Day Care
atau Home Care, Pelembagaan Pelayanan Sosial, dan lain sebagainya.

Dari pemaparan diatas banyak program-program pelayanan bagi
masyarakat lansia yang telah dilaksanakan di Indonesia. Namun demikian,
realitas masyarakat lansia yang diukur berdasarkan indikator jumlah
penuaan penduduk lansia yang kurang diperhatikan masih relatif tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa program kelansiaan belum berjalan dengan
baik. Strategi-strategi dan upaya yang lebih tepat dalam menangani
masalah lansia untuk mewujudkan masyarakat yang ramah lansia. Salah
satu bentuk penanggulangan masyarakat lansia adalah dengan
pemberdayaan. Pemberdayaan yang ada di masyarakat bertujuan agar
mereka bisa mandiri dan sejahtera. Sebagai upaya konkretnya adalah
melalui pelatihan dan berbagai usaha dengan memanfaatkan potensi dan
peluang yang ada untuk menjadikan masyarakat lansia lebih sejahtera.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)
sudah membentuk KOMDA lansia sesuai dengan PERMENDAGRI

Nomor 60 tahun 2008, selain melaksanakan program-program

hid.



pemberdayaan masyarakat pelayanan administrasi publik, termasuk pos
pembinaan terpadu yang sekarang mulai dibentuk. Kementerian Pekerjaan
Umum mulai melaksanakan amanat UU Nomor 28 tahun 2004 tentang
bangunan gedung dan aksesibilitas. Kementerian perhubungan
melaksanakan program aksesibilitas penggunaan sarana dan prasarana
serta edukasi transportasi umum untuk lansia.™

Implementasi UU Nomor 13 Tahun 1998 dan UU serta peraturan
lainnya masih terbatas. Sosialisasi berbagai ketentuan hukum tersebut,
baik di kalangan pemerintah dan unsur masyarakat, masih belum optimal.
fakta implementasi kebijakan lanjut usia dan tantangan yang di hadapi
saat ini sesungguhnya belum mewujudkan ramah lansia. Walaupun
pemerintah dalam hal ini telah berupaya mengeluarkan undang-undang
dan peraturan pemerintah, namun hal tersebut belum terealisasi secara
penuh sampai tingkat bawah.

Tersirat bahwa sebenarnya ada keseriusan yang cukup dari
pemerintah terhadap persoalan penduduk lansia (dan ini sebagai harapan
bagi para lansia). Hanya saja pemerintah dan intitusi terkait, baik milik
pemerintah sendiri maupun swasta; kurang berupaya optimal untuk dapat
mewujudkannya. Berbagai kendala maupun hambatan yang muncul belum
dilihat sebagai tantangan sehingga banyak lansia yang ‘terlantar’ di rumah
anaknya tidak dilihat sebagai tanggung jawab pemerintah. Pemerintah

kurang pro-aktif dan hanya mengatakan mayoritas masyarakat (karena alas

"bid.



an budaya merasa tidak etis untuk menitipkan orangtuanya di panti .
padahal yang bertanggung jawab terhadap lansia yang tinggal bersama
anaknya, tidak harus berarti mengambil dan menitipkannya di panti jompo
banyak program yang bisa dirancang agar lansia dapat tetap tinggal di
rumah anaknya tetapi juga tetap produktif dengan keterampilan yang
dimiliki atau keterampilan baru yang diajarkan melalui program
pemerintah. Lunturnya modal sosial dikalangan masyarakat maupun
keluarga mengakibatkan  sebagai alasan utama kurang optimalnya
mewujudkan hak-hak dasar lansia.

FOPPERHAM (Forum Pendidikan Dan Perjuangan Hak Asasi
Manusia), sebagai salah satu NGO/LSM lokal yang mengampu program
peduli dari Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selama
setahun ini memulai menginisiatif rakyat untuk bergerak memberdayakan
dirinya sendiri menyangkut isu lanjut usia ini. Merivitalisasi kembali
modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia studi kasus di Desa
Kedungkris Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul. Modal sosial yang
dimaksud adalah modal sosial sebagai hubungan yang tercipta dari norma
sosial yang menjadi perekat sosial, yaitu terciptanya sebuah kesatuan
dalam masyarakat atau kelompok keanggotaan bersama-sama, sehingga
menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya terhadap aspek
ekonomi, tetapi juga terhadap setiap aspek eksistensi sosial lainnya.
Rakyat di akar rumput yang memiliki kedaulatan sendiri untuk bergerak

adalah mereka yang berada di Desa Kedungkeris, Kecamatan Nglipar,



Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakrta.'? Desa Kedungkris yang terdiri dari
tujuh dusun: Dusun Sendowo Lor, Sendowo Kidul, Pringsurat,
Kedungkris, Kwarasan Kulon, Kwarasan Tengah, dan Kwarasan Wetan.
Memiliki lansia sebanyak 644 orang, Kondisi lansia secara individu di Desa
Kedungkeris (1) mengalami penyakit degenaratif, (2) hidup sebatang kara, (3)
mengalami kecacatan, (4) masih bekerja di ladang.*®

Mengingat berbagai permasalahan tersebut, FOPPERHAM
bersama  pemerintahan  Desa  Kedungkeris  memulai  upaya
menjadikan/mendorong desa tersebut menjadi “Desa Ramah Lansia”.
Mengacu parameter yang dibuat oleh WHO tahun 2002 untuk
kota/kabupaten ramah lansia, setidaknya ada delapan acuan/parameter
kerangka kerja untuk menuju ke arah sana: (1) gedung dan ruang terbuka,
(2) transportasi, (3) perumahan, (4) partisipasi sosial, (5) penghormatan
dan inklusi sosial, (6) partisipasi sipil dan pekerjaan, (7) komunikasi dan
informasi, (8) dukungan masyarakat dan pelayanan kesehatan.

Desa Kedungkris juga telah memiliki relawan pendamping lansia
yang terdiri dari ibu-ibu atau perempuan muda yang berjumlah 57 orang
se-Desa Kedungkris. Relawan pendamping lansia Desa Kedungkris ini
memiliki komitmen bersama dalam satu slogan, “selangkah meraih berkah
ngurusi simbah’’** Komitmen ini mereka turunkan dalam agenda kegiatan

bersama:(1) mengurusi pertemuan rutin lansia setiap selapan (35 hari)

Wawancara Dengan Astri Wulandari, Staf Bagian Pendidikan Fopperham,
Pada Tanggal 25 Agustus 2018 Pukul 13:00-14:00 WIB.

“Data Ini Diperoleh Dari FGD Fopperham Dengan Kader Pendamping
Lansia Desa Kedungkris, 26 Januari 2018.

“Ibid.



sekali di tiap-tiap dusun. (2) mengunjungi lansia (home visit) yang sudah
tidak bisa beraktifitas (bed rest) dan mendatangi pertemuan lansia secara
rutin tersebut. (3) menuliskan kegiatan-kegiatan tersebut dalam sebuah
buku harian catatan pendamping lansia.

Menyadari bahwa masih banyaknya permasalahan lanjut usia
terkait dengan revitalisasi.® Modal sosial sebagai upaya advokasi
kebijakan lansia, studi kasus di lembaga FOPPERHAM di Desa
Kedungkris Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta di
atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk tesis dengan judul

“REVITALISASI MODAL SOSIAL SEBAGAI UPAYA
ADVOKASI KEBIJAKAN LANSIA STUDI KASUS LEMBAGA
FOPPERHAM DI DESA KEDUNGKERIS, NGLIPAR, KAB.
GUNUNG KIDUL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk
memperjelas arah penelitian ini, maka rumusan masalah pada penelitian
ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi lembaga FOPPERHAM dalam revitalisasi modal
sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia di Desa Kedungkris

Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul?

“Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan
kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti
menjadikan sesuatu atau perbuatanuntuk menjadi vital, sedangkan Kkata vital
mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan
lain sebagainya.



2. Bagaimana capaian lembaga Fopperham dalam revitalisasi modal
sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia di Desa Kedungkris
Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul?

C. Tujuan Penelitian

Konsekuensi logis karya ilmiah dari sebuah produk keilmuan
adalah terbuka untuk dilakukan kajian ulang secara kritis, baik untuk
menyangkal atau menguatkannya. llmu akan berkembang dengan pesatnya
apabila ada dialog dan saling menyangkal dalam pengertian bukan saling
menafikan. Keadaan serta suasana keilmuan seperti inilah yang seharusnya
dibangun karena sudah menjadi hukum alam yakni ketika keilmuan sudah
mapan pada tahap tertentu akan mengalami sebuah anomali pula, dengan
lahirnya berbagai pembaharuan. Demikian juga, ternyata sebuah
metamorfosis keilmuan pada titik tertentu akan mengalami pula sebuah
titik jenuh untuk kembali pada konsep awal.

Dengan demikian maka, dalam penelitian ini tujuan yang ingin
dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana langkah dan strategi
dari lembaga FOPPERHAM dalam revitalisasi modal sosial sebagai
upaya advokasi kebijakan lansia studi kasus di Desa Kedungkris Kec.
Nglipar Kab. Gunung Kidul.

2. Untuk mengetahui capaian lembaga FOPPERHAM dalam revitalisasi
modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia studi kasus di Desa

Kedungkris Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul.
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3. Sebagai bahan masukan bagi lembaga FOPPERHAM dalam
meningkatkan advokasi kebijakan lansia sebagai upaya peningkatan
kelompok usia lanjut yang mandiri.

D. Kajian Pustaka

Subtansi kajian pustaka adalah untuk menguatkan beberapa
penemuan Yyang peneliti temukan, baik dari sisi teori, metodologi,
pendekatan ataupun sisilain yang tak sama dengan penelitian terdahulu.
Setelah mengadakan pengamatan dan penelusuran, penelitian mengenai
strategi lembaga FOPPERHAM dalam revitalisasi modal sosial sebagai
upaya advokasi kebijakan lansia di Desa Kedungkris Kec. Nglipar Kab.
Gunung Kidul, belum pernah dilakukan. Namun demikian, kajian-kajian
mengenai lansia, kehidupan lansia, konsep diri pada lanjut usia, perilaku
kehidupan lansia, kualitas hidup lansia, telah banyak dilakukan, adapun
penelitian terdahulu dapat penulis sarikan dibawah ini diantaranya.

Pertama buku Jen Fauzan (2013), Dengan judul Satu Langkah
Menuju Impian Lanjut Usia, Kota Ramah Lanjut Usia 2030.'° Buku ini
berisi tentang lanjut usia yang sehat dan aktif akan selalu menginginkan
untuk tetap dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sesuai dengan
pilihan masing-masing. Sebagai akibat dari proses degeneratif yang terjadi
di usia senja, lanjut usia memerlukan dukungan lingkungan fisik, sosial,
budaya, dan akses pelayanan kesehatan agar bisa tetap aktif. dukungan

tidak merupakan bentuk kemanjaan bagi lanjut usia, namun menunjang

'®Jen Fauzan, 2013, Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia, Kota Ramah
Lanjut Usia 2030. (Depok, Sleman,Yogyakarta, 2013).
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lanjut usia agar senantiasa sehat, aktif, dan mandiri sehingga berdaya
guna. Indonesia masih jauh dari kondisi lingkungan yang bisa dikatakan
sebagai ramah lanjut usia. Inilah yang mendorong di lakukannya Studi
Kota Ramah Lanjut Usia di 14 kota di Indonesia. Studi ini merupakan
buah kerja sama dengan SurveyMeter dan Center For Ageing Studies,
Universitas Indonesia yang didanai oleh Knowledge Sector, Australian Aid
yang dikelola oleh The Asia Foundation. Hasil Studi memberikan
gambaran keadaan kota-kota di indonesia pada tahun 2013.

Kedua Artikel Trisnawati P. Samper, dengan judul “Hubungan
Interaksi Sosial Dengan Kualitas Hidup Lansia Di BPLU Senja Cerah
Provinsi Sulawesi Utara”.!” Masalah yang dikaji Oleh Trisna P. Samper
Adalah : (1) Hubungan Interaksi Sosial dan Kualitas Hidup lansia di
BPLU Senja Cerah Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan masalah
tersebut, Trisna P. Samper berkesimpulan bahwa, jumlah responden
dengan interaksi sosial baik terdapat 21 responden dimana 4 (12,5%)
responden dengan kualitas hidup cukup, 16 (50,0%) responden kualitas
hidup tinggi sedangkan responden dengan intraksi sosial cukup sebanyak
12 responden dimana 9(28,1%) responden kualitas hidup cukup dan 3
(9,4%) responden kualitas hidup tinggi dan didapat nilai Value
0,004<0,05. Kesimpulan ini menunjukkan ada hubungan intraksi sosial

dengan kualitas hidup lanjut usia.

YTrisna P. Samper, 2017, “Hubungan Intraksi Sosial Dengan Kualitas Hidup
Lansia Di BPLU Senja Cerah Provinsi Sulawesi Utara”Jurnal, Program Studi lImu
Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara.
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Ketiga Artikel Karina Megasari Winahyu, dengan judul
“Hubungan Anatara Persepsi Dukungan Sosial Dan Kualitas Hidup Lansia
Dengam Hipertensi Di Kota Tangerang”.’® Masalah yang dikaji Karina
Megasari Winahyu adalah: (1) mengidentifikasi hubungan antara
dukungan sosial terhadap warga lanjut usia Di Kota Tangerang Banten, (2)
kualitas hidup lanjut Usia dengan hipertensi Di Kota Tangerang Banten.
Berdasarkan masalah tersebut, Karina Megasari Winahyu berkesimpulan
bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara persepsi dukungan
sosial dengan kualitas hidup lansia dengan hipertensi di Kota Tangerang
Banten. Rekomendasi hasil penelitian ini yaitu perlu ditingkatkannya
sumber dukungan sosial dari keluarga, teman, dan orang penting lainnya
agar lansia dengan hipertensi memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Keempat Artikel Ramadhani Bondan Puspitasari, dengan judul
“Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia Di Kabupaten
Sidoarjo”.® Masalah yang dikaji oleh Ramadhani Bondan Puspitasari
adalah : (1) mendeskripsikan peran pemerintah dalam pemberdayaan
lansia di kabupaten sidoarjo, (2) mendeskripsikan faktor pendukung dan
penghambat dalam pemeberdayaan lansia di kabupaten sidoarjo.
Berdasarkan masalah  tersebut, Ramadhani Bondan Puspitasari

berkesimpulan bahwa, pemerintah kabupaten sidoarjo dalam menjalankan

®Karina Megasari Winahyu, 2017, “Hubungan Anatara Persepsi Dukungan
Sosial Dan Kualitas Hidup Lansia Dengam Hipertensi Di Kota Tangerang” Jurnal
lImiah, Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah
Tangenrang, Banten.

“Ramadhani Bondan Puspitasari , 2015, “Peran Pemerintah Dalam
Pemberdayaan Lanjut Usia Di Kabupaten Sidoarjo ”Jurnal lImiah, llmu Administrasi
Negara FISIP Universitas Muhammadiyah, Sidoarjo.
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pemeberdayaan lanjut usia cukup bagus. Hal tersebut didukung oleh
adanya bimbingan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan berupa
posyandu lansia dan senam lansia; pelatihan keterampilan berupa
kerajinan tangan dari bahan daur ulang, kemudahan penggunaan fasilitas,
sarana dan prasarana umum, serta bantuan sosial berupa uang Rp. 300.000
bagi lansia kurang mampu dan sakit-sakitan. Sedangkan, beberapa faktor
penghambat dalam pemberdayaan lansia atara lain pertama, belum adanya
koordinsai di antara tiga SKPD yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja,
Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Keluarga Berencana (BPMPKB). Kedua, kurang validnya pendataan
lansia di Kabupaten Sidoarjo di tingkat desa atau kelurahan. Ketiga,
kurangnya kesadaran lansia tentang pentingnya pemberdayaan untuk
kehidupan mereka.

Objek dan fokus penelitian Jen Fauzan, Trisnawati P. Samper,
Karina Megasari Winahyu, Ramadhani Bondan Puspitasari berbeda
dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penulis akan mengambil
lokasi penelitian di Kabupaten Gunung Kidul studi kasus di Desa
Kedungkris, kec. Nglipar, Gunung Kidul fokus pembahasan lebih kepada
bagaimana strategi dari lembaga FOPPERHAM dalam revitalisasi modal
sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia di Desa Kedungkris Kec.
Nglipar Kab. Gunung Kidul. dan capaian dari lembaga FOPPERHAM
dalam revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia di

Desa Kedungkris Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul. Sebagaimana



14

diketahui penuaan penduduk kini sudah menjadi isu dunia. Di negara-
negara sedang berkembang, isu ini memang belum terlalu banyak di bahas
seperti di negara-negara maju. Namun, tidak berarti tidak penting untuk
segera mulai di perbincangkan, karena isu ini berkaitan erat dengan
berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik yang menentukan. Apalagi jika
melihat fakta bahwa proporsi penduduk yang memasuki usia lanjut
semakin lama semakin signifikan jumlahnya di banyak negara. Pencapaian
keberhasilan dalam mengadvokasi kebijakan kota ramah lansia,
memerlukan keterlibatan peran dan tanggung jawab pemerintah,
masyarakat, lembaga, serta organisasi sosial untuk berkomitmen dalam
mewujudkan kesejahteraan bagi lanjut usia.
E. Kerangka Teori

Teori advokasi lansia dan kebijakan publik merupakan kerangka
teoritis untuk membahas strategi dan capaian yang dilakukan oleh
FOPPERHAM dalam revitalisasi modal sosial sebagai upaya advokasi
kebijakan lansia di Desa Kedungkris Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul.

1. Advokasi dan Kebijakan Lansia
a. Advokasi

Advokasi kebijakan adalah suatu proses terencana dan sistematis
yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik
sesuai dengan kehendak atau kepentingan siapa yang mendesakkan
terjadinya perbaikan dan perubahan tersebut, dengan jalan mempengaruhi

para penentu kebijakan. Advokasi sering dianggap sebagai salah satu
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strategi yang ampuh untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Ada
banyak definisi advokasi dan sering sekali definisi tersebut mempunyai
arti yang berbeda tergantung perspektif yang digunakan. Advokasi bagi
pengacara misalnya adalah mewakili individu atau sekelompok orang
untuk pengacara di pengadilan. Ezzel mendefinisikan advokasi sebagai
“puposeful activities social workers undertake to change policies,
practices, and condition on behalf of individuals or groups’’ (serangkaian
kegiatan yang terencana untuk mengubah kebijakan, praktek dan kondisi
yang menindas yang dilakukan oleh pekerja sosial, mewakili individu atau
sekelompok orang). Hal senada diungkapkan oleh Mansur Fakih bahwa
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk
mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan
publik secara bertahap dan maju.?

Advokasi adalah kombinasi kegiatan individu dan sosial yang
dirancang untuk memperoleh komitmen, dukungan kebijakan, penerimaan
sosial, dan sistem yang mendukung tujuan atau program tertentu. William
N Dunn mengatakan advokasi adalah memperjuangkan hak individu,
kelompok atau masyarakat, melindungi dari segala macam bentuk
penindasan  (eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, marginalisasi),

menyelsaikan hambatan birokratis dalam pemberian layanan sosial, dan

**Mansour Fakih, 2000, Mengubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan
Advokasi, Edisi Ke-16, (Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta), 5-6.
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memfasilitasi tersedianya akses terhadap sumberdaya, layanan dan
peluang-peluang lain yang ada.”*

Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan yang terorganisir dan
terencana melalui serangkaian kegiatan adalah sebuah keniscayaan.
Mansur Fakih menjelaskan strategi advokasi yang dapat dilakukan untuk
mencapai tujuan diatas adalah.?

Mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan seperti lobbi, negosiasi,
mediasi dan kolaborasi

Melakukan pembelaan seperti class action dan legal standing

Mengajukan konsep tanding seperti seminar, legal drafting, Counter draf
dan judical review

Dalam kondisi dunia yang saling terkait dan dinamis, advokasi
penting terkait dengan kebijkan dan peraturan di negeri sendiri dan juga
dampak dari peraturan dan kebijakan yang ada di negara lain yang harus
segera disikapi oleh para pemangku kebijakan. Oleh karenanya, dimasa
mendatang tidak ada organisasi ataupun asosiasi pemangku kebijakan
yang dapat mengabaikan fungsi advokasi, karena advokasi adalah kunci
bagi kelangsungan dan eksistensi sebuah asosiasi di masa depan. Advokasi
kebijakan termasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan
terhadap posisi tertentu berkenaan dengan kebijakan publik tertentu. Posisi

ini dapat berupa persetujuan, penghapusan, penolakan ataupun perubahan

*'Willian N Dunn,2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua,
( Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 35-36.

*Mansour Fakih, 2000, Mengubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan
Advokasi, Edisi Ke-16, (Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta), 20-25.
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kebijakan yang ada. Oleh karenanya, advokasi kebijkan publik dapat
berupa tindakan penentangan terhadap posisi pemerintah dalam isu-isu
tertentu, khususnya dalam kebijakan publik yang menyangkut kegiatan
Lanjut Usia, Organisasi masyarakat atau lembaga masyarakat yang konsen
dalam pemenuhan kebutuhan sosial perlu membuat suaranya didengar
sehingga dapat memperbaiki kebijakan publik yang perlu dirubah atau
dibentuk.

Ada dua unsur penting untuk membangun konsep advokasi di luar
batas pengertiana dvokasi sebagai proses litigasi dan perubahan kebijakan.
Pertama, advokasi harus ditujukan untuk membela dan meringankan beban
kelompok miskin dan pinggiran akibat salah urus negara, tujuan yang
seharusnya berorientasi pada perubahan sosial (social transformation).
Kedua, advokasi harus dapat dijadikan untuk membuka kemungkinan-
kemungkinan baru bagi masyarakat korban untuk menentukan orientasi,
strategi dan merefleksi perubahan berbasis pengetahuan dan pengalaman
yang mereka miliki. Dua unsur itu yang belum ada dalam konsep advokasi
sebagai alat untuk mengubah kebijakan maupun advokasi sebagai proses
pembelaan di pengadilan.?

Mengingat advokasi dalam perkembangannya digunakan untuk
berbagai macam kepentingan, maka advokasi dalam pembahasan ini tak
lain adalah advokasi yang bertujuan memperjuangkan keadilan sosial.

Dengan kata lain, advokasi yang dirumuskan merupakan praktek

>Teuku Zulyadi, Dosen Prodi PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
Ar-Raniry Banda Aceh, Advokasi Sosial. Jurnal Al-Bayan / Vol. 21, No. 30,Juli-
Desember 2014, 16.
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perjuangan secara sistematis dalam rangka mendorong terwujudnya
keadilan sosial melalui perubahan atau perumusan kebijakan publik.

Melakukan advokasi berarti bertindak sebagai seorang perantara,
penengah, atau pembela yang akan bertindak seperti penghubung antara
masyarakat dengan berbagai lembaga atau pihak pihak yang terkait. Hal
ini dilakukan untuk membantu pemecahan masalah ataupun pemenuhan
berbagai kebutuhan dasar masyarakat, dengan melakukan kontak dan
berbagai pendekatan dengan berbagai instansi pemerintah di semua
tindakan.
b. Prinsip-prinsip Advokasi

Tujuan advokasi adalah melakukan perubahan, maka akan selalu
ada resistansi, oposisi dan konflik. Tidak ada faktor tunggal yang
menjamin keberhasilan advokasi. Edi Suharto (2007)di dalam bukunya
menjelaskan ada beberpa prinsip yang bisa dijadikan pedoman dalam
merancang advokasi yang sukses. Prinsip tersebut adalah:

1) Realistis

Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang
spesifik, jelas dan terukur (measurable). Karena kita tidak mungkin
melakukan segala hal, kita harus menyeleksi pilihan-pilihan dan membuat
keputusan prioritas. Pilihlah isu dan agenda yang realistis dan karenanya
dapat dicapai (achievable) dalam kurun waktu tertentu (time-bound).

Jangan buang energi dan waktu kita dengan pilihan yang tidak mungkin
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dicapai. Gagas kemenangan-kemanangan kecil namun konsisten. Sekecil
apapun, keberhasilan senantiasa memberi motivasi.
2) Sistematis

Advokasi adalah seni, tetapi bukan lukisan abstrak. Advokasi
memerlukan perencanaan yang akurat. “If we fail to plan, we plan to fail,”
artinya jika kita gagal merencanakan, maka itu berarti kita sedang
merencanakan kegagalan. kemas informasi semenarik mungkin libatkan
media secara efektif proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan
mendefnisikan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan
fakta, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang
sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan, dan memantau serta

menilai gerakan atau program yang dilakukan.

3) Taktis
Pekerja sosial harus membangun koalisi atau aliansi atau sekutu
dengan pihak lain. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan
dan saling percaya (trust). Sekutu terdiri dari sekutu dekat dan sekutu jauh.
Sekutu dekat biasanya dinamakan lingkar inti, yakni kumpulan orang atau
organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak dan
pengendali utama seluruh kegiatan advokasi Sekutu jauh adalah pihak-

pihak lain yang mendukung kita, namun tidak terlibat dalam gerakan
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advokasi secara langsung. Lingkar inti biasanya disatukan atau bersatu
atas dasar kesamaan visi dan ideologis.?*
c. Sosial Aging

Dalam membahas dan mengkaji lansia mengandung pengertian dan
pemahaman bahwa akan menjadi tua sebagai suatu kepastian baik secara
fisik maupun psikis. Adapun menurut Cumning dan henry mengatakan
bahwa proses menjadi tua ditentukan oleh dua arah. Disatu pihak orang
menjadi tua semakin tidak terlibat secara emosional dengan dunia sekitar,
sehingga individu semakin melepaskan diri dari berbagai ikatan.
Sebaliknya, dipihak lain individu dilepaskan oleh kehidupan bersama pada
waktu pension.”® Kondisi tersebut dinilai sebagai sesuatu yang wajar
dalam kehidupan manusia lansia. Manusia menjadi tua dengan mengalami
pelepasan sehingga menjadi lebih bahagia dengan kebebasan yang
diperoleh dan berbagai kewajibannya akan menjadi berkurang baik
terhadap lingkungan social maupun terhadap kehidupan bersama. Lansia
secara perlahan-lahan akan menarik diri dari pergaulan sekitar. Demikian
pula pihak masyarakat juga menginginkan agar lansia menarik diri dari
lingkungan sesamanya. Keadaan ini mengakibatkan intraksi social lansia
berkurang baik kuantitas maupun kualitasnya. Dengan demikian para

lansia tentu akan kehilangan peran dalam kehidupan masyarakat.

*Mansour Fakih, 2000, Mengubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan
Advokasi, Edisi Ke-16, (Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta), 2-3.
®Haditono, Psikologi Perkembangan. Pengantar Dalam Berbagai
Perkembangannya. (Yogyakarta:Gajah Mada Universitiy Perss, 2002), 123
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d. Pengertian kebijakan publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena
mencangkup berbagai bidang dan sector seperti ekonomi, politik, sosial,
budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu terlihat dari hirarkinya
kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti
undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan
Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah/Provinsi, Keputusan Gubernur,
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Dan Keputusan Bupati/Walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu
ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut pandang mana Kita
mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the
authoritativeallocation of values for the whole society atau sebagai
pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.
Laswell dan Kapla juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected
program of goal, velue, and practice atau sesuatu program pencapaian
tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip oleh Budi
Winarno.?® Mendefinisikan kebijkan publik sebagai hipotesis yang
mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan.
Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan
yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan

faktor-faktor bukan pemerintah.

*|bid.
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Robert Eystone sebagaimana dikutip Leo  Agustino.?’
Mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan anatara unit
pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa
definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang
dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencangkup banyak hal.
Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu; 1)
kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena
maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena
ukurannya jelas yakni sejaun mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah
ditempuh. Menurut Johan Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan.?
menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah
untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun
tidak langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi
kehidupan masyarakat.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik
sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu
krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano
sebagaimana dikutip oleh Hesel Nogi Tangkilisan yang menyatakan
bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap

sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah

"eo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung:Alfabeta, 2008),
18.

*Hesel Nogi Tangkilisan, Implementasi Kebijakan Publik, (Yogyakarta:
Lukman Offset YPAPI 2003), 36.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi lembaga FOPPERHAM dalam revitalisasi modal sosial
sebagai upaya advokasi kebijakan lansia di Desa Kedungkeris
melalui tiga tahap yaitu, tahap perencanaan sosial, aksi sosial
dan peningkatan kesadaran dan pendidikan sosial. Tahap
perencanaan sosial merupakan strategi yang dilakukan oleh
lembaga FOPPERHAM. Tahap perencanaan ini dilakukan
dengan tujuan untukmemetakan masyarakat di Desa
Kendungkris tentang hak, kebutuhan dan potensi. Selanjutnya
agar masyarakat memiliki suatu kesepahaman dalam memaknai
lansia. dengan harapan terjadi penyadaran kepadawarga seputar
jiwa sosial atau kebersamaan, dan dapat mempengaruhicara
berfikir masyarakat terhadap persoalan-persoalan atau masalah-
masalah kehidupan yang lainnya. sehingga dapat menekan
pemerintah dalam setiap kebijakan dalam pembangunan yang
harus memperhatikan kehidupan masyarakat supaya tidak
mengejar keuntungan materi semata, tetapi memperhatikan
keseimbangan  kehidupan  masyarakat dalam  setiap
pembangunan.Tahap Perencanaan ini di mulai dari kerjasama

lembaga Fopperham dengan pemerintah Desa kedungkeris.
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Kemudian menggali permasalahan dan potensi (Assesment)
lansia di Desa Kedungkeris. Berikutnya melaksanakan Focus
Group Discussion (FGD) yang dilakukan dengan Karang
Taruna, PKK, Kader Posyandu Lansia, dan perwakilan lansia
dari tujuh dusun di Desa Kedungkeris dalam rangka
menemukan dan merumuskan langkah strategis dari perspektif
masyarakat setempat. Tahap aksi sosialnya adalah adanya
pertemuan rutin lansia yang dilaksanakan di Desa Kedungkeris,
berkunjung kerumah lansia atau Home Visit ini merupakan
kegiatan pelayanan berbasis komunitas dimana seorang petugas
dari kader relawan lansia berkunjung kerumah lansia yang di
gerakkan oleh FOPPERHAM untuk meninjau kesehatan lansia,
pelayanan kesehatan terhadap lansia pelayanan Pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh Fopperham di Desa
Kedungkeris sejauh ini bekerjasama dengan Rumah Sehat
Baznas Yogyakarta. Rumah Sehat Baznas Yogyakarta
merupakan Lembaga di bawah naungan Lembaga Badan Amil
Zakat Nasional (Baznas) yang bergerak di bidang kesehatan.
Lokasi Rumah Sehat Baznas sudah tersebar dibeberapa wilayah
di Indonesia salah satunya di Bantul, Yogyakarta. Adapun
peningkatan kesadaran dan pendidikan sosial yang dilakukan
olen FOPPERHAM meliputi pelatihan dasar keterampilan

mendengar dan menulis dan workshop Desa Kedungkeris
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Capaian lembaga FOPPERHAM dalam revitalisasi modal
sosial sebagai upaya advokasi kebijakan lansia di Desa
Kedungkeris adalah sebagai berikut: Pertamaterbentuknya
kerelawanan pendamping lansia diDesa Kedungkris yang
terdiri dari 67 ibu-ibu, Kedua terbentuknya pertemuan rutin
lansia di tiap-tiap dusun Desa Kedungkeris, Ketiga
terbentuknya Lembaga Kesejahteraan SosialDesa kendungkris,
Keempat terbentuknya Pekerja Sosial MasyarakatDesa
Kedungkeris sebagai upaya mendorong alokasi dana Desa
untuk lansia setiap tahunnya.Semua lansia terlayani, terpenuhi

hak-hak lansianya dan tidak ada lagi yang terdiskriminasi.

Setelah melalui proses pembahasan dan Kkajian terhadap

Revitalisasi Modal Sosial sebagai Upaya Advokasi Kebijakan lansia di

desa kedungkris, maka dalam upaya pengembangan dan penelitian di

bidang kajian selanjutnya, kiranya penulis perlu mengemukakan saran

sebagai berikut:

1. Perlunya penelitian yang lebih komperhensif dan kajian lebih

lanjut tentang Revitalisasi Modal Sosial sebagai Upaya Advokasi

Kebijakan lansia di desa kedungkris serta perlu diteliti kembali

mengenai Revitalisasi Modal Sosial sebagai Upaya Advokasi

Kebijakan desa ramah lansia di Desa kedungkris

2. Diharapkan masyarakat Desa lain di Kecamatan Nglipar,

Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan
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lainnya belajar dengan masyarakat Kedungkris dalam mengayomi
lansia.

3. Agar pemerintah Desa Kedungkris terus mampu menjaga dan
memeberikan ~ pelayanan  terhadap  masyarakat  lansia,
menyediakan Desa yang ramah lansia, supaya masyarakat lansia

memiliki akses atau wahana melakukan kegiatan.
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